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ABSTRAK 

Penelitian ini meneliti dan menganahsis peran dan fungsi Dewan Pengawas 
Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di l11donesia. Pokok pennasalahan 
penelitian im, adalah: Apa pernn dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada 
Lembaga Keuangan Syariah ')_ Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan peran 
dan fungsi Dewan Pcngawas Syariah dalam Lembaga Kcuangan Syariah ? dan 
faktor-faktor apa yang menghambat peran Dewan Pengawas Syariah dalarn 
melaksanakan fungsi pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah. 
Tnjuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dan fungsi Dewan Pengawas 
Syariah, mengevaluasi tingkat etektiv1tas LJewm1 Pengawas Syariah dan 
mcngctahui faktor-faktor pcnghambat Dewan Pengawas Syariah. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif melalui wawancara. 
Dengan membandi11gkan teori dan fakta serti:l data yang ada. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa DPS mempakan komponen organisasi 
Lembaga Keuangan Syariah yang berfungs1 menjaga praktek-praktek Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan syariah Islam. 
Pelaksanaan pcran dan fungsi di Lembaga Keuangan Syariah dibandingkan dari 
standar ASIF! No.4 tentang ,','/um ·u Supervison' Hoard dan l'io.5 tentang :,.,'hart 'a 
Ueriew, sebagai standar pekerjaan secara kualitatifhasilnya adalah quasi effective 
seolah-olah herhasil guna. 
DPS tersebut hanya mengemban peran dan fungsi hanya sekadar pengawasi tanpa 
melakukan tindakan derivasi fungsi pcngawasan scsuai dengan standar. DPS 
tidak berhak membuat kebijakan di LKS. walaupun kebijaka11 tersebut telah 
sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN yang berhak untuk memutuskannya 
adalah pihak LKS. 
Faktor-faktor yang dirasakan anggota DPS menghambat kinerja DPS selama ini 
adalah kapabilitas dan kompentensi sumber daya manusia DPS dirasakan masih 
kurang dan ketidak jelasan kcdudukan DPS selama ini. 
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